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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kegiatan pinjam-meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam 

kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran.Hampir 

semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam-meminjam uang sebagai 

sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan 

perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya.Pihak pemberi 

pinjaman yang mempunyai kelebihan uang bersedia memberikan pinjaman uang 

kepada yang memerlukannya, sedangkan pihak peminjam berdasarkan keperluan 

atau tujuan tertentu melakukan peminjaman uang tersebut.Kegiatan pinjam-

meminjam uang sudah merupakan bagian dari kehidupan masyarakat saat ini.1 

Pada era globalisasi ini dimana kebutuhan setiap orang akan hidup semakin 

meningkat, maka kebutuhan akan pendanaan juga semakin meningkat. Salah satu 

cara untuk mendapatkan dana tersebut adalah melalui penggunaan fasilitas 

kredit.Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang paling penting dan 

besar perannya dalam kehidupan masyarakat serta dapat mendukung pelaksanaan 

pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan 

dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah 

peningkatan taraf hidup masyarakat banyak. Dalam menjalankan perannya maka 
                                                           

1M. Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, PT Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, 2010, hlm. 1. 
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bank bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan 

memberikan kredit dan jasa-jasa keuangan lainnya.2 

Bank sendiri memiliki fungsi untuk memberikan kredit kepada masyarakat 

atau disebut kredit perbankan. Berdasarkan Pasal 1 butir 2 UU Nomor 10 Tahun 

1998 tentang Perbankan (UUP), mendefinisikan: “Bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” 

Pengertian kredit secara etimologis, berasal dari bahasa Latin yaitu credere, 

yang berarti kepercayaan.Jika seseorang nasabah debitor yang memperoleh kredit 

dari bank tentu saja orang yang mendapat kepercayaan dari bank.Hal ini 

menunjukan bahwa yang menjadi dasar pemberian kredit oleh bank kepada 

nasabah adalah kepercayaan.3Setidaknya terdapat 4 (empat) unsur pokok kredit, 

yaitu kepercayaan, waktu, risiko dan prestasi.4 

1. Kepercayaan berarti bahwa setiap pelepasan kredit dilandasi dengan 

adanya keyakinan oleh bank bahwa kredit tersebut akan dapat dibayar 

kembali oleh debitur sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan. 

                                                           
2O.P Simorangkir, Kamus Perbankan, Cetakan Kedua, Bina Aksara, Jakarta, 1989, hlm. 33. 
3Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana Prenada Media Group, 

Jakarta, 2005, hlm. 57. 
4Budi Untung, Kredit Perbankan di Indonesia, Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 2000, hlm. 1. 
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2. Waktu disini berarti bahwa antara pelepasan kredit oleh bank dan 

pembayaran kembali oleh debitur tidak dilakukan pada waktu yang 

bersamaan, tetapi dipisahkan oleh tenggang waktu. 

3. Risiko disini berarti bahwa setiap pelepasan kredit jenis apa pun akan 

terkandung risiko di dalamnya, yaitu risiko yang terkandung dalam jangka 

waktu antara pelepasan kredit dan pembayaran kembali. Hal ini berarti 

semakin panjang waktu kredit semakin tinggi risiko kredit tersebut. 

4. Prestasi disini berarti bahwa setelah terjadi kesepakatan antara bank dan 

debiturnya mengenai suatu pemberian kredit, maka pada saat itu pula 

terjadi suatu prestasi dan kontra prestasi. 

Pengertian kredit terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 UUP, yang 

mengartikan bahwa:“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam 

untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.” 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu pengertian kredit adalah 

pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau 

pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain. 

Berdasarkan pengertian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa kredit 

adalah suatu kegiatan pinjam-meminjam antara bank sebagai kreditor dengan 

pihak lain sebagai debitor sejumlah uang tertentu yang diizinkan oleh bank 
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dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur dalam jangka waktu yang 

telah disepakati disertai dengan pemberian bunga. 

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang prinsip-prinsip hukum jaminan, 

pengikatan jaminan, lembaga jaminan, eksekusi dan penjualan jaminan, 

penanggungan utang, dan lain sepenuhnya wajib dan seharusnya dipatuhi bank 

dalam rangka kegiatan pemberian kreditnya. Bank sebagai badan usaha yang 

wajib dikelola berdasarkan prinsip kehati-hatian tidak terlepas dari ketentuan 

hukum yang berlaku agar dapat mengamankan dan melindungi 

kepentingannya.Jaminan kredit yang diterima bank dari debitur termasuk sebagai 

salah satu objek yang berkaitan dengan kepentingan bank.Jaminan kredit tersebut 

harus dapat diyakini sebagai jaminan yang baik dan beharga.5 

Hubungan hukum antara pemberi kredit yaitu Bank sebagai kreditor dan 

penerima kredit yaitu nasabah sebagai debitor didasarkan pada perjanjian atau 

dikenal dengan perjanjian kredit bank.Maka hubungan antara bank dan nasabah 

tersebut diatur oleh hukum perjanjian. Sebagaimana ketentuan Pasal 1313 

KUHPerdata, yang berbunyi: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana 

satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” 

Rumusan yang diberikan dalam Pasal 1313 KUHPerdata tersebut 

menyiratkan bahwa sesungguhnya dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau 

prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) 

lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut. Rumusan tersebut memberikan 

                                                           
5M. Bahsan, Op. Cit, hlm. 70. 
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konsekwensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, di 

mana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak lainnya 

adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor).6 

Dalam pelaksaan pemberian kredit perbankan, biasanya dikaitkan dengan 

berbagai persyaratan, antara lain mengenai jumlah maksimal kredit, jangka waktu 

kredit, tujuan penggunaan kredit, suku bunga kredit, cara penarikan dana kredit, 

jadwal pelunasan kredit, dan jaminan kredit.7 

Pada dasarnya pemberian kredit dapat diberikan oleh siapa saja yang 

memiliki kemampuan untuk itu melalui perjanjian utang piutang antara pemberi 

utang (kreditor) dan penerima pinjaman (debitor). Setelah perjanjian tersebut 

disepakati, maka lahirlah kewajiban pada diri kreditor, yaitu untuk menyerahkan 

uang yang diperjanjikan kepada debitor, dengan hak untuk menerima kembali 

uang itu dari debitor pada waktunya, disertai dengan bunga yang disepakati oleh 

para pihak pada saat perjanjian pemberian kredit tersebut disetujui oleh para 

pihak. Hak dan Kewajiban debitor adalah bertimbal balik dengan hak dan 

kewajiban kreditor. Selama proses itu tidak menghadapi masalah dalam arti kedua 

pihak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan 

maka persoalan tidak akan muncul. Persoalan baru timbul jika debitor lalai 

mengembalikan uang pinjaman pada saat yang telah di tentukan (wanprestasi).8 

                                                           
6Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

2000, hlm. 13-14. 
7M. Bahsan, Op. Cit, hlm. 73. 
8Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Op. Cit, hlm. 54. 
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Antara pemberi kredit dan jaminan mempunyai hubungan yang erat sekali. 

Kreditor, pada satu sisi, guna menjamin pelunasan utang dari pihak debitor, 

seringkali tidak akan mau memberi kredit jika tidak ada jaminan (baik 

perseorangan maupun kebendaan) yang dianggap dan dinilai memadai untuk 

menjamin pelunasan utang debitor tersebut pada waktunya, dan perjanjian 

pemberian jaminan itu sendiri tidak dapat atau tidak mungkin lahir atau  berdiri 

sendiri selain harus didahului dengan adanya suatu perjanjian yang mendasari 

lahirnya utang piutang atau kewajiban dari pihak debitor kepada kreditor.9 

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari istilah zekerheid atau cautie, yaitu 

kemampuan debitor untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada 

kreditor, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai 

ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitor 

terhadap kreditornya.10 

Selain istilah jaminan, dikenal juga dengan agunan.Istilah agunan terdapat di 

dalam Pasal 1 angka 23 UUP. Agunan adalah:“Jaminan tambahan diserahkan 

nasabah debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau 

pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah.” 

Tujuan agunan adalah untuk mendapatkan fasilitas dari bank.Jaminan ini 

diserahkan oleh debitor kepada bank. Unsur-unsur agunan, yaitu:11 

                                                           
9Ibid, hlm. 4. 
10Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 66. 
11Salim, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

2004, hlm. 21-22. 
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1. Jaminan tambahan; 

2. Diserahkan oleh debitor kepada bank; 

3. Untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan. 

Kegiatan penyaluran kredit secara umum membutuhkan adanya jaminan 

utang atau yang disebut jaminan kredit (agunan).Agunan yang dijadikan salah satu 

persyaratan dalam pemberian kredit yaitu agunan berupa benda yang menurut 

hukum digolongkan sebagai barang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. 

Benda yang menurut hukum digolongkan sebagai barang bergerak seperti 

kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan 

(STNK) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), agunan berupa surat-

surat berharga maupun surat-surat yang berharga yang didalamnya melekat hak 

tagih, seperti: saham, Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK 

PNS) atau berupa Surat Keputusan Pensiun PNS, dan lain sebagainya.12 

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (UU ASN), pada Pasal 1 butir (1) menjelaskan bahwa: “Aparatur 

Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri 

sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja dengan 

instansi pemerintah” , dalam Pasal 1 butir (2) juga menjelaskan bahwa: “Pegawai 

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai 

negeri sipil dan pegawai pemeritah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh 

pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintah 

                                                           
12 Hermansyah, Op. Cit, hlm. 12. 
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atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-

undangan.” Sedangkan dalam Pasal 1 butir (3) berbunyi “Pegawai Negeri Sipil 

yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi 

syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina 

kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.” 

Dewasa ini, banyak sekali PNS yang menjaminkan SK PNS nya untuk 

melakukan kredit kepada bank, karena perkembangan zaman yang semakin pesat 

mengakibatkan tuntutan pemenuhan berbagai kebutuhan menjadi semakin 

meningkat. Walaupun SK PNS bukan merupakan benda yang dapat 

dipindahtangankan (yang mempunyai nilai pengalihan), tetapi perkembangan 

dalam praktik perbankan yang melihat sisi ekonomis pada surat tersebut 

menjadikannya dapat diterima oleh beberapa bank sebagai jaminan kredit. 13 

Cara pelunasan utang terhadap jaminan SK PNS adalah bank akan memotong 

gaji debitor tersebut yang merupakan seorang pegawai negeri sesuai dengan apa 

yang telah diperjanjikan sebelumnya dalam perjanjian, pemotongan gaji akan 

dilakukan setiap bulan oleh bendahara gaji pegawai negeri tersebut.  

SK PNS tidak termasuk dalam jaminan kebendaan (zakelijke 

zekerheidscrehten) maupun jaminan perorangan (persoonlijke zekerheidscrehten), 

tetapi termasuk sebagai “hak istimewa (privelege)” yaitu jaminan dalam wujud 

                                                           
13J. Satrio, Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2002, hlm. 11. 
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ijazah, Surat Keputusan (SK) PNS, Surat Pensiun, dan lain-lain.14Apabila 

terjadinya wanprestasi yang disebabkan oleh di pensiunkannya PNS secara 

mendadak karena perubahan peraturan pemerintah, lalu bagaimanakah upaya 

hukum yang akan dilakukan oleh Kreditor? Bankakan sulit untuk mengeksekusi, 

karena SK PNS bukanlah benda yang dapat diperjual belikan sehingga tidak dapat 

dieksekusi secara langsung dan benda jaminan seperti itu bagi orang lain tidak 

mempunyai nilai ekonomis. 

Hal ini terjadi pada salah satu pegawai di Fakultas Hukum Universitas 

Sriwijaya yang menduduki Jabatan Fungsional Keterampilan sebagai Pustakawan 

Penyelia, dimana sebelumnya batas usia pensiunnya adalah 60 (enam puluh) tahun 

kemudian berubah menjadi 58 (lima puluh delapan) tahun. 

Hal tersebut sebelumnya diatur dalam Surat Edaran Bersama Direktur Jendral 

Perbendaharaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : SE- 19 

/PB/2014 tentang Tindak Lanjut Perubahan Batas Usia Pensiun Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai 

Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional, yang 

menyatakan bahwa “PNS yang pada tanggal 30 Januari 2014 sedang menduduki 

Jabata Fungsional Ahli Muda, Ahli Pertama, dan Penyelia selain Jabatan 

Fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf b, yang sebelumnya batas usia 

pensiunnya dapat diperpanjang sampai dengan 60 (enam puluh) tahun, maka batas 

                                                           
14Ibid, hlm. 10. 
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usia pensiunnya adalah 60 (enam puluh) tahun” , dan kemudian diubah dengan 

adanya Surat Kepala Badan Kepegawain Negara Nomor : K.26-30/V.119-2/99 

tentang Batas Usia Pensiun Bagi PNS yang Menduduki Jabatan Fungsional, 

menjelaskan bahwa “berusia 58 (lima puluh delapan) tahun (yang lahir tanggal 7 

April 1959) atau kurang dari 58 (lima puluh delapan) tahun (yang lahir setelah 

tanggal 7 April 1959), dan menduduki jabatan fungsional ahli pertama, jabatan 

fungsional ahli muda, dan jabatan fungsional penyelia, yang batas usia pensiun 

sebelumnya ditetapkan 60 (enam puluh) tahun maka batas usia pensiunnya 

menjadi 58 (lima puluh delapan) tahun.” 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi yang 

berjudul: “ANALISIS JAMINAN UTANG SURAT KEPUTUSAN 

PENGANGKATAN PNS DI BANK BRI DALAM PERSPEKTIF SURAT 

BKN NOMOR : K.26-30/V.119-2/99” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan di bahas 

ialah: 

1. Bagaimana akibat hukum perjanjian kredit yang dilakukan oleh PNS yang 

dipensiunkan secara tiba-tiba berdasarkan ketentuan Surat BKN Nomor : 

K.26-30/V.119-2/99 ? 
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2. Bagaimana upaya hukum dari pihak Kreditor terhadap permasalahan PNS 

yang di pensiunkan secara tiba-tiba berdasarkan ketentuan Surat BKN 

Nomor : K.26-30/V.119-2/99 ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui akibat perjanjian kredit yang dilakukan oleh PNS yang 

dipensiunkan secara mendadak berdasarkan ketentuan Surat BKN Nomor 

: K.26-30/V.119-2/99. 

2. Untuk mengetahui upaya hukum dari pihak Kreditor terhadap 

permasalahan PNS yang di pensiunkan secara mendadak berdasarkan 

ketentuan Surat BKN Nomor : K.26-30/V.119-2/99. 

 

D. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian menggambarkan batas penelitian, mempersempit 

permasalahan dan membatasi area penelitian. Agar penulisan skripsi ini terarah 

dan tidak menyimpang dari judul, maka penulis membatasi ruang lingkup 

penelitian ini hanya pada bagaimana PNS yang mempunyai pinjaman uang di 

bank dengan jaminan SK PNS yang di pensiunkan secara mendadak karena terjadi 

perubahan peraturan pemerintah, dan upaya hukum dari pihak Kreditor terhadap 

permasalahan PNS yang di pensiunkan secara mendadak karena terjadi perubahan 

peraturan pemerintah. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para 

akademisi, khususnya yang menggeluti bidang ilmu hukum.Diharapkan juga 

dapat berguna bagi siapa saja yang memerlukannya sebagai bahan acuan bagi 

penelitian sejenis dalam rangka mengungkapkan aspek-aspek yang belum 

terjangkau dalam penelitian ini. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.Khususnya 

mengenai masalah penjaminan SK PNS di bank terhadap PNS yang telah di 

pensiunkan secara tiba-tiba. 

 

F. Kerangka Teori 

1. Teori Perjanjian 

Perjanjian dalam KUHPerdata diatur dalam Buku ke-III tentang Perikatan. 

Perjanjian menurut rumusan Pasal 1313 KUHPerdata, didefinisikan sebagai 

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” 
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Syarat-syarat untuk memenuhi keabsahan suatu perjanjian menurut Pasal 

1320 KUHPerdata dapat dijelaskan sebagai berikut:15 

1) Sepakat Mereka yang Mengikatkan Dirinya 

Ini merupakan asas yang esensial dari hukum perjanjian, asas ini 

dinamakan juga asas konsensualisme.Asas konsensualisme 

mengandung arti “kemauan” para pihak untuk saling mengikatkan 

diri. 

2) Kecakapan untuk Membuat Suatu Perjanjian 

Setiap orang yang telah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap 

menurut hukum, kecuali yang diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdata, 

yang berbunyi: 

“Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah: 

a. Orang-orang yang belum dewasa; 

b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; 

c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang 

ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya 

semua orang kepada siapa undang-undang telah 

melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.” 

3) Suatu Hal Tertentu 

Suatu hal tertentu tidak lain adalah perihal yang merupakan objek dari 

suatu kontrak. Jadi suatu kontrak haruslah mempunyai objek tertentu, 

                                                           
15 Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1991, hlm. 15-17. 
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bahwa objek yang diatur dalam perjanjian kredit tersebut harus 

jelas.Hal ini untuk mencegah timbulnya perjanjian kredit yang fiktif. 

4) Suatu Sebab yang Halal 

Bahwa isi dari perjanjian kredit tidak boleh bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban 

umum.Seperti yang terdapat dalam Pasal 1337 KUHPerdata, yaitu 

“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang 

atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban 

umum.” 

Syarat yang ke 1 (satu) dan ke 2 (dua) dinamakan syarat-syarat subjektif 

karena kedua syarat tersebut menganai orang-orangnya atau subjek yang 

mengadakan perjanjian.Sedangkan syarat yang ke 3 (tiga) dan ke 4 (empat) 

disebut syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian.16 

Dalam dunia perbankan, teori perjanjian ini sangat penting. Sebelum bank 

memberikan pinjaman kepada debitor, kreditor dan debitor haruslah menyetujui 

dan menandatangani surat perjanjian yang telah di buat oleh pihak bank atau 

kreditor. Poin-poin dalam surat perjanjian tersebut harus dipatuhi baik itu oleh 

kreditor maupun debitor. 

2. Teori Kredit  

Pengertian kredit secara etimologis, berasal dari bahasa Latin yaitu credere, 

yang berarti kepercayaan.Jika seseorang nasabah debitor yang memperoleh kredit 

                                                           
16Ibid, hlm. 23-24. 
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dari bank tentu saja orang yang mendapat kepercayaan dari bank.Hal ini 

menunjukan bahwa yang menjadi dasar pemberian kredit oleh bank kepada 

nasabah adalah kepercayaan.17 

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 UUP, mendefinisikan: “Bank adalah badan usaha 

yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk 

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” 

Berdasarkan pengertian kredit tersebut diatas, dalam pengertian kredit 

terdapat beberapa unsur yakni adanya:18 

a. Kesepakatan atau perjanjian antara pihak kreditor dengan debitor 

yang disebut dengan perjanjian kredit; 

b. Para pihak yaitu pihak kreditor sebagai pihak yang memberikan 

pinjaman, dan debitor yang menerima pinjaman; 

c. Unsur kepercayaan dari kreditor bahwa pihak debitor mau dan 

mampu untuk membayar/mencicil kreditnya; 

d. Kesanggupan dan janji  membayar utang dari pihak debitor; 

e. Pemberian sejumlah uang/jasa oleh kreditor kepada debitor; dan 

f. Pembayaran kembali sejumlah uang kepada kreditor disertai 

dengan imbalan bunga/pembagian keuntungan. 

                                                           
17 Hermansyah, Op. Cit, hlm. 57. 
18 Munir Fuady, Hukum Perkreditan Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 

7. Dalam Sentosa Sembiri, Hukum Perbankan Edisi Revisi, Cetakan ke-3, CV. Mandar Maju, 

Bandung, 2012, hlm. 149-150. 
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3. Teori Wanprestasi 

Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam 

perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitor karena 2 (dua) kemungkinan 

alasan, yaitu:19 

a. Karena kesalahan debitor, baik karena kesengajaan maupun 

kelalaian; dan 

b. Karena keadaan memaksa (force majeure), di luar kemampuan 

debitor. Jadi, debitor tidak bersalah. 

Untuk menentukan apakah seorang debitor bersalah melakukan wanprestasi, 

perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitor dikatakan sengaja atau lalai 

tidak memenuhi prestasi. Dalam hal ini ada 3 (tiga) keadaan, yaitu:20 

a. Debitor tidak memenuhi prestasi sama sekali; 

b. Debitor memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru; dan 

c. Debitor memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau 

terlambat. 

Dalam melakukan kredit perbankan juga sering dijumpai wanprestasi, dalam 

tulisan ini penulis mengangkat tentang seorang  PNS yang menjaminkan SK PNS 

nya di bank, tetapi sebelum utang piutangnya di bank lunas PNS tersebut 

diberhentikan dari pekerjaannya sebagai PNS. 

                                                           
19Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Cetakan Revisi, PT Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2010, hlm. 241. 
20Ibid, hlm. 241-242. 
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G. Metode Penelitian 

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam pengumpulan data 

diantaranya sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan tidak 

mengesampingkan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum empiris adalah 

pengumpulan data yang di dapat dari lapangan, baik melalui cara tanya jawab 

dengan pihak-pihak yang mengerti dan terkait dengan masalah.21 Penelitian ini 

bermaksud mencari sumber data primer atau data lapangan terhadap: Bagian 

Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan Pejabat di Lingkungan 

Bank BRI Unit Indralaya. 

 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Bagian Keuangan Fakultas Hukum 

Universitas Sriwijaya, dan Bank BRI Unit Indralaya. 

 

3. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. 

Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-

                                                           
21Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 1984, hlm. 54. 
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kasus, waktu, atau tempat dengan sfat atau ciri yang sama.22Populasi dalam 

penelitian ini adalah Pihak Bagian Keuangan Fakultas Hukum Universitas 

Sriwijaya, dan Pejabat di Lingkungan Bank BRI Unit Indralaya. 

Sampel penelitian ini menggunakan carapurposive/judgementalsampling, 

yaitu pemilihan sekelompok subyek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang 

dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang 

sudah diketahui sebelumnya.23 Sampel pada penelitian ini yaitu 1 (satu) Kepala 

Subbagian Keuangan dan Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 

dan 1 (satu) Orang Kepala Unit Bank Rakyat Indonesia Timbangan Indralaya. 

 

4. Sumber Data 

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.24 Yang 

menjadi sumber dari data primer ini adalah: 

1) 1 (satu) Orang Kepala Subbagian Keuangan dan Kepegawaian Fakultas 

Hukum Universitas Sriwijaya 

2) 1 (satu) Orang Kepala Unit Bank Rakyat Indonesia Timbangan 

Indralaya. 

 

 

                                                           
22Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

1997, hlm. 121. 
23Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, 2004, hlm. 106. 
24Ibid, hlm. 31-32. 



19 
 

 
 

b. Data Sekunder, yang terdiri dari:25 

1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat, yaitu:Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata); Kitab Undang-Undang 

Hukum Dagang (KUHD); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara, Surat BKN Nomor : K.26-30/V.119-2/99 Perihal Batas 

Usia Pensiun bagi PNS yang Menduduki Jabatan Fungsional. 

2) Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil 

penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan sebagainya. 

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdapat 

dalam penelitian, meliputi surat kabar, majalah-majalah yang meliputi 

tulisan ilmiah yang relevan, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, 

jurnal hukum serta Internet. 

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Studi Lapangan 

Menggunakan data primer yaitu data yang di peroleh melalui teknik 

pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara. Wawancara adalah 

                                                           
25Ibid, hlm. 31-32. 
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situasi peran antar pribadi bertatap-muka (face-to-face), ketika seseorang 

yakni pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk 

memperoleh jawaban yang relevan dari seorang responden.26 Wawancara 

dilakukan secara langsung dengan narasumber yaitu : 1 (satu) Orang Kepala 

Subbagian Keuangan dan Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas 

Sriwijaya dan 1 (satu) Orang Kepala Unit Bank Rakyat Indonesia Timbangan 

Indralaya. 

b. Studi Pustaka 

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan data sekunder yang di peroleh 

dengan cara menelusuri dari bahan-bahan hukum yang ada, baik itu berupa 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 

 

6. Analisis Data 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan kepustakaan 

dikumpulkan dan diklasifikasi menjadi suatu data yang ringkas dan sistematis, 

selanjutnya akan diolah dan dianalisa secara Deskriptif Kualitatif yaitu 

menguraikan dan menggambarkan tentang keadaan tertentu dari permasalahaan 

yang ada.27Dengan menggunakan metode deduktif kemudian ditarik suatu 

kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti dan dibahas 

dalam skripsi ini. 

                                                           
26Ibid, hlm. 30. 
27Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 

Cetakan ke-17, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 28. 
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7. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara berpikir indukitif yaitu suatu 

metode penarikan kesimpulan yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat 

khusus sebagai hasil pengamatan empiris, untuk kemudian ditarik suatu 

kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat umum.28 

 

                                                           
28Ibid, hlm. 4. 
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